PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

o 1.

TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal
150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan  Peraturan Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan provinsi
Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
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telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103};
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -
2014,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2012 Nomor 2 seri D );

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pamekasan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PAMEKASAN
dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi secluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pamekasan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten
Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yangselanjutnya
disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah
daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu)j tahun.



12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya
disingkat RTRW Daerah adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten
yang mengatur struktur dan polatata ruang Kabupaten Pamekasan.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

20. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

22. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat
menunjukan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB 11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD Tahun 2005 — 2025 yang
merupakan landasan dan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan dan
melaksanakan perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh)

tahun.

Pasal 3
RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun
kedepan,yaitu sejak tahun2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan

arah kebijakan pembangunan.

Pasal 4
RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Timur.
Pasal 5
(1) Sistematika penulisan Dokumen RPJPD terdiri dari:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan
BAB III : AnalisisIsu Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten

Pamekasan



BAB IV : Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-

2025

BAB V : Arah KebijakanPembangunan Jangka Panjang Kabupaten
PamekasanTahun 2005-2025

BAB VI : Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Pamekasan

(2) Uraian dokumen secara rinci dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6
(1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat
visi, misi, dan program Bupati.
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan
dalam RKPD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan
yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui

kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : di Pamekasan
pada tanggal : 31 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,

e

ACHMAD SYAFTI']

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Dooewmber 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASANTAHUN 2013 NOMOR ;.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025

1. UMUM
RPJP DaerahKabupatenPamekasanadalahdokumenperencanaan
pembangunanberjangkawaktu20tahun,yangmerumuskanvisi, misidanarah

pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan
yang hendakdicapaiolehKabupatenPamekasandan strategi untukmencapainya.
RPJPDaerahKabupatenPamekasandisusundenganmengacukepada RPJP
Nasional dan Provinsi JawaTimur.

Dalampelaksanaannya, RPJP2005-2025 dibagimenjadi4tahapan
pembangunan, tiap tahapannyadituangkandalamRencana Pembangunan
Jangka Menengah(RPJM)Daerah.Pentahapanrencana  pembangunandaerah
disusundalammasing-masingperiodeRPJMDaerahsesuaidenganvisi,misi
danprogramBupati-Wakil Bupati terpilihsecaralangsung olehrakyat.RPJM
Daerah memuat
strategipembangunandaerah,kebijakanumum,programBupatiserta kerangka
ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.RPJM

Daerah dijabarkan kedalam rencanatahunan berupa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunandaerah,
rancangankerangkackonomimakro, serta program Kepala Satuan

KerjaPerangkatDaerah (SKPD).

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangNasionalTahun2005- 2025,
maka jangkawaktuRPJPDaerahmengikutijangkawaktuRPJPNasional, yaitu
Tahun2005-2025. Namun, periodisasiRPJMDaerahtidak dapat mengikuti
periodisasiRPJMNasional. Haltersebut karenapemilihan umum Presiden dan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilaksanakan
secara bersamaan, sebagaimana diaturdalamUndang-Undang Nomor32Tahun
2004tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5



Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas



